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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Desa yang merupakan urutan terendah dari Pemerintahan suatu Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979  

Tentang Pemerintahan Desa yang terdapat pada pasal 1 bahwa “Desa ialah suatu 

wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, 

termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi 

pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan 

rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
1
 

Membangun desa harus dimulai dari sebuah perencanaan yang baik, dan juga diikuti 

oleh tata kelola program yang baik sehingga mampu membangun kemandirian di 

desa tersebut. Pembangunan yang efektif bukan semata-mata karena hanya ada 

kesempatan, tapi juga merupakan suatu hasil dari ketentuan-ketentuan prioritas 

kegiatan, bukan cuma hasil dari coba-coba, tapi merupakan hasil perencanaan yang 

baik.
2 

Didalam peraturan desa, menurut sejarahnya sudah banyak sekali peraturan-

peraturan yang dibuat untuk pengaturan tentang desa, yang pertama Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 

                                                           
1
 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta, PT Bumi Aksara, 1991, 

Hlm 4. 
2
 Ahmad Erani Yustika, Sistem Pembangunan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia,Jakarta, 2015, Hlm 2. 
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Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,selanjutnya Undang-

Undang No.19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk 

Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik 

Indonesia, setelah itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan diDaerah, dilanjutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 

Tentang Pemerintahan Desa, setelah era reformasi ada Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dan setelah itu adaUndang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 15 Januari 2014 Pemerintah 

pada tanggal tersebut resmi mengeluarkan UU terbaru Tentang Desa yaitu Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan alasan pembuatan Undang-

Undang tersebut yaitu dijelaskan bahwa untuk mengatur juga mengurus kepentingan 

masyarakatnya, desa memilliki hak asal-usul dan juga hak tradisional dan juga desa 

sangat berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerekaan yang mana ini tertera pada 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring 

berkembangnya zaman, desa sudah sangat jauh berkembang berbagai bentuk 

sehingga sangat perlu untuk dilindungi dan dikembangkan agar menjadi desa yang 

kuat, mandiri dan maju juga demokratis sehingga nantinya dapat membuat landasan 

yang kuat dalam menjalankan pemerintahan dan juga pembangunan menuju 

masyarakat yang adil dan makmur juga sejahtera. Bila kita lihat dari konstruksi 

hukum terhadap struktur pemerintahan desa, sejatinya desa masih memakai 

konstruksi hukum yang diterapkan selama ini. Ini bisa kita lihat pada Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi, “pemerintahan desa adalah 



 
3 

 

 
 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengemban 

paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola Desa secara nasional. Undang-

Undang ini tak lagi menempatkan Desa sebagai latar belakang Negara Indonesia, 

tapi halaman depan Negara Indonesia. Undang-Undang ini juga menguraikan prinsip 

keragaman, memajukan azas rekognisi maupun subsidaritas dalam pengaturan Desa. 

Lebih dari pada itu, Undang-Undang Desa telah mengangkat hak dan kedaualatan 

Desa yang selama ini terpinggirkan. Semua itu tertangkap secara eksplisit dengan 

melihat ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai tujuan 

pengaturan Desa.
3
 

Desa dipahami sebagai salah satu daerah kesatuan hukum dimana bertempat 

tinggal suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan 

pemerintahan sendiri. Didalam UU No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua 

Atas UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menurut ketentuan ini desa diberi pengertian 

sebagai berikut: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

                                                           
3
Ahmad Erani Yustika, Pengembangan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia,Jakarta, 2015, Hlm 2. 
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dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
4
 

Pembangunan pedesaan diharuskan untuk mengarah kepada peningkatan 

kesejahteraan dari masyarakat desanya, yang mana itu diwujudkan melalui 

pemberdayaan masyarakat desa tersebut. Pemberdayaan masyarakat ini bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya terutama didalam 

membentuk dan mengubah perilaku masyarakat demi mencapai suatu kehidupan 

yang lebih baik dan mempunyai taraf hidup yang lebih berkuailitas. Oleh sebab itu, 

dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang 

mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan 

pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuklah lembaga legislasi dan wadah yang 

berfungsi untuk menampung aspirasi  masyarakat dan kemudian menyalurkan 

aspirasi tersebut, lembaga tersebut dinamakan Badan Pemusyawaratan Desa atau 

lebih dikenal dengan sebutan BPD. Pada hakikatnya Badan Pemusyawaratan Desa 

merupakan lembaga yang memiliki kedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa dan 

juga sebagai mitra kerja dalam menyelenggarakan berbagai urusan, baik itu 

pemerintahan, urusan pembangunan maupun juga pemberdayaan masyarakat. Hal 

tersebut dimaksudkan supaya proses penyeimbangan kekuasaan tidak terjadi saling 

curiga antara Kepala Desa sebagai pelaksana Pemerintahan Desa yang bertugas 

                                                           
4
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1) 
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menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
5
 

Badan Permusyawaratan mempunyai fungsi untuk menetapkan peraturan desa 

yang ditetapkan bersama dengan kepala desa, menampung dan juga menyalurkan 

aspirasi dari massyarakat, disamping menjalankan fungsinya sebagai penghubung 

antara masyarakat dengan kepala desa, BPD juga harus menjalankan fungsi 

utamanya yaitu fungsi representasi atau perwakilan, ini didasari oleh karena BPD 

sebagai badan pemusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa
6
 

Anggota BPD adalah mereka yang mewakili penduduk Desa yang 

berasangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang mana pengisiannya dilakukan 

secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari beberapa golongan yaitu tokoh 

masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD diberi hak 

untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan dari masyarakat 

di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di 

Desa, BPD merupakan mitra kerja dari pemerintah desa dan untuk saling 

mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat 

Desa. Dengan demikian kedua belah pihak untuk bersama-sama mengemban 

amanah dari masyarakat. 

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi utama yaitu merumuskan dan 

menetapkan Peraturan Desa bersama dengan pemerintah desa (legislasi) serta 

                                                           
5
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (1) 

6
 Sadu Wasistiono,MS. M.Irawan Tahir,Si, Prospek Pengembangan Desa, Bandung. CV 

Fokus Media, 2007. Hlm 35. 
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menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa kepada pemerintah desa 

(refresentasi). Proses pembuatan peraturan desa, mempunyai enam bagian yaitu 

bagian perencanaan, penyusunan peraturan desa oleh kepala desa dan penyusunan 

peraturan desa oleh BPD, pembahasan, penetapan, pengundangan dan 

penyebarluasan.
7
 Selain fungsi dalam legislasi dan refresentasi, BPD juga memiliki 

fungsi lainnya diantaranya mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang 

hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang 

kelangsungan pembangunan dan melakukan pengawasan yaitu meliputi pengawasan 

terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa atau 

APB Desa serta keputusan kepala desa. 

Di Ogan Ilir sendiri khususnya di desa Meranjat Ilir Kecamatan Indralaya 

Selatan, para anggotaa BPD tidak terlalu memahami peran fungsinya di desa 

sehingga mengakibatkan tidak terlalu banyak peran serta dan dukungan dari BPD 

tersebut sebagai lembaga yang diharapkan mampu membantu Pemerintahan Desa 

dibidang pembangunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Ini mengakibatkan 

banyak sekali aspirasi masyarakat desa yang tidak mampu terserap oleh pemerintah 

yang berdampak pada tingkat pembangunan yang terhambat. Masalah utamanya 

adalah terbatasnya tingkat kemampuan para anggota BPD, sehingga anggota BPD 

belum mampu menjalankan tugasnya secara maksimum. Ini dapat dilihat dari adanya 

anggota-anggota BPD yang jarang mengikuti rapat-rapat baik dalam pembahasan 

perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan ataupun rapat-rapat evaluasi 
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dari hasil pembangunan, selain itu tidak samanya pengetahuan dan wawasan yang 

dimiliki oleh anggota BPD tersebut, sehingga terjadinya perbedaan dalam melihat 

dan memahami suatu persoalan yang ada. Berdasarkan beberapa uraian tersebut 

menunjukan rendahnya peran anggota BPD terhadap pembangunan, sehingga peran 

utama BPD yaitu mengayomi, legislasi, pengawasan dan menampung aspirasi 

masyaraakat tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Seharusnya sejalan dengan 

tugas dan fungsinya, BPD lah yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan 

Pemerintahan Desa, pembangunan desa serta pembinaan masyarakat desa, maka 

selanjutnya para anggota BPD harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang 

sesuai dan lebih baik, sehingga tingkat keberhasilan pembangunan dapat dicapai 

dengan maksimum. Untuk melihat lebih jauh tentang Peran Badan Permusyawaratan 

Desa, maka penulis mengangkat judul penelitian tentang : “TINJAUAN HUKUM 

ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP KEWENANGAN BPD DALAM 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas, yaitu : 

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan BPD dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa? 

2. Bagaimana efektifitas kewenangan BPD dalam pembuatan Peraturan Desa? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini 

yaitu : 

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan BPD dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. 

2. Untuk menganalisis efektifitas kewenangan BPD dalam pembuatan Peraturan 

Desa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

  Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan 

perkembangan bagi pengetahuan ilmu hukum di bidang Hukum Administrasi 

Negara, khusunya tentang Pemerintah Desa yang berkaitan dengan BPD yang diatur 

dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. 

2. Manfaat praktis 

 Penulisan ini juga diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan 

pengetahuan, serta ilmu untuk masyarakat pada umumnya dan mahasiswa hukum 

pada khususnya, dan dapat juga menambah literatur pada Universitas Sriwijaya, 

khusus mengenai Pemerintahan Desa. 

 

E. Ruang Lingkup 

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini, yang mana 

menitikberatkan pada kajian mengenai Badan Pemusyawaratan Desa, serta 

Kewenangan Badan Pemusyawaratan Desa. 
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F. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau 

memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Penelitian ini 

menggunakan teori sebagai berikut: 

1. Teori Kewenangan 

Didalam berbagai macam ilmu, baik politik, pemerintahan naupun hukum, 

banyak sekali kita menemukan istilah dari kekuasaan, wewenang dan juga 

kewenangan. Kekuasaan sangat sering di samakan oleh orang-orang dengan suatu 

kewenangan, dan begitu juga dengan kekuasaan banyak yang menyamakannya 

dengan istilah dari kewenangan, begitupun sebaliknya. Bahkan terlebih lagi 

kewenangan sering di samakan dengan wewenang. Kekuasaan itu membentuk 

hubungan, yang artinya ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang 

diperintah atau bahasa hukumnya the rule and the ruled.
8
 

Didalam ilmu hukum publik, wewenang memiliki hubungan dengan 

kekuasaan, yang mana kekuasaan itu sendiri memiliki makna yang sama dengan 

wewenang, karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif maupun 

Yudisial adalah suatu kekuasaan formal. Selain memiliki unsur esensial dari suatu 

Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan memiliki unsur-
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unsur lain diantaranya hukum, kewenangan, keadilan, kejujuran,kebijakbestarian dan 

yang terakhir keebajikan.
9
 

Agar kekuasaan bisa dimanfaatkan maka dari itu dibutuhkan adanya penguasa 

atau organ, sehingga negara tersebut dapat di konsepkan sebagai himpunan jabatan-

jabatan atau een ambten complex dimana jabatan-jabatan tersebut di isi oleh para 

pejabat yang nantinya akan mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan dari 

konstruksi subjek kewajiban. Dengan seperti itu maka kekuasaan memiliki dua 

aspek, yakni aspek hukum dan juga aspek politik, berbeda dengan kekuasaan, 

kewenangan hanya mempunyai satu aspek, yaitu aspek hukum saja. Artinya disini 

adalah kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, tapi juga dapat bersumber dari 

luar konstitusi atau inkonstitusi contohnya suatu kudeta ataupun perang. Sedangkan 

kewenangan jelas hanya bersumber dari konstitusi saja. Kita harus mampu 

membedakan antara wewenang dengan kewenangan., Wewenang hanya mengenai 

suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan, dan pada dasarnya 

kewenangan itu merupakan suatu kekuasaan formal, kekuasaan itu berasal dari 

undang-undang. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe 

voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup 

wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan 

pemerintah saja (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan memberikan wewenang, juga serta distribusi wewenang utamanya 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian 
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wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan 

untuk menimbulkan akibat-akibat hukum
10

. 

Kewenangan yang dipunyai oleh organ (institusi) pemerintahan dalam 

melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan 

keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara 

atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk kepada kewenangan 

yang asli atas dasar UUD (Konstitusi). Untuk kewenangan delegasi, harus 

ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada 

suatu mandat tidak ada terjadinya pelimpahan, baik dalam pemberian wewenang, 

namun tetapi, ia yang nantinya diberikan mandat bertindak atas nama dari si pemberi 

mandat. Didalam pemberian mandat, seorang pejabat yang diberi mandat akan 

menunjuk pejabat lain untuk bertindak sebagai pemberi mandat atau disebut 

mandator. 

Kewenangan harus didasai oleh ketentuan hukum yang ada yaitu konstitusi, 

sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan begitu, 

pejabat (organ) untuk mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan 

tersebut. Salah satu ahli Hukum Administrasi Negara bernama Stroink 

mengemukakan bahwa sumber dari kewenangan dapat di peroleh bagi mereka 

pejabat atau organ/institusi pemerintahan dengan melalui beberapa cara, yakni 

dengan cara atribusi, delegasi dan juga mandat. Kewenangan organ/institusi 

pemerintah adalah suatu kewenangan yang ditopang oleh hukum positif demi 
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mengatur dan mempertahankan hal tersebut. Tanpa adanya kewenangan tentu tidak 

dapat dikeluarkannya suatu keputusan yuridis yang benar benar
11

. 

2. Teori Pemerintahan Desa 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah harus berpedoman 

terhadap dua asas berikut ini yaitu : 

1. Asas Kedaerahan, dengan bertambah banyaknya kepentingan–kepentingan 

yang harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat (dalam arti luas) karena 

bertambah majunya masyarakat, pemerintah tidak dapat mengurus semua 

kepentingan-kepentingan itu dengan baik tanpa berpegang pada asas 

kedaerahan dalam melakukan pemerintahan. 

2. Asas Keahlian, asas keahlian dapat dilihat pada susunan pemerintah pusat. 

Semua soal diolah oleh para ahli-ahli antara lain dalam susunan kementerian-

kementerian. Yang memegang pimpinan pada kementerian-kementerian itu 

seharusnya ahli-ahli urusan-urusan yang menjadi kompetensinya; 

Berdasarkan asas keahlian, maka hal tersebut setiap urusan pemerintahan 

harus secara benar diserahkan kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam 

bidangnya yang sesuai. Adapun asas kedaerahan memberikan peluang kepada 

pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan tertentu. 

3. Teori pembentukan peraturan 
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Peraturan-peraturan negara dalam keberlakuannya berpedoman pada asas 

perundang-undangan. Asas dapat diartikan sebagai aksioma yang memberi jalan 

pemecahannya adalah jika sesuatu aturan diperlakukan atau aturan yang mana harus 

diperlakukan bila terjadi bentrokan beberapa aturan dalam pelaksanaannya atau 

dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan universal yang berupa pemikiran-

pemikiran dasar untuk dijadikan landasan pengaturan bersama dalam membuat 

peraturan perundang-undangan. Asas-asas sebagai dimaksud sebagai berikut :
12

 

a. Asas le posteriore lex priori; 

b. Asas lex speciali derogat lex generalis; 

c. Asas welvaartstaat; 

d. Asas undang-undang tidak berlaku surut; 

e. Asas undang-undang tidak dapat diganggu gugat; 

 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan menyebutkan asas pembentukan peraturan 

perundang-ndangan yang baik, antara lain : Kejelasan Tujuan; Kesesuaian antara 

jenis, hierarki dan materi muatan; Dapat dilaksanakan; Kedayagunaan dan 

kehasilgunaan; Kejelasan Rumusan; Keterbukaan. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Empris, di 

mana penulis mengambil data-data dengan penelitian dan juga mengambil data-data 

penelitian dari Desa Meranjat Ilir Kecamata Indralaya Selatan Kabupaten Ogan Ilir. 

2. Teknik Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan Pendekatan UU (Undang-Undang), Pendekatan 

historis, dan juga pendekatan konseptual. Pendekatan UU atau Undang-Undang 

dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan Penyalahgunaan 

kewenangan. Adapun pendekatan historis dilakukan dengan mengkaji latar belakang 

dan perkembangan dari Badan Pemusyawaratan Desa itu. Selanjutnya yang terakhir 

adalah pendekatan konseptual, pendekatan ini bertitik tolak pada doktrin-doktrin 

yang berkembang di dalam ilmu hukum yang menjelaskan bahwa dengan 

mempelajari pandangan-pandangan dan berbagai doktrin dalam ilmu hukum, Penulis 

akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-

konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang 

dihadapi. 

3. Data Hukum 

a. Data Hukum Sekunder yaitu Data Hukum yang diperoleh langsung 

melalui penelitian lapangan dalam hal ini pihak terkait langsung sesuai 

permasalahan yang diteliti, melalui observasi langsung. 

b. Data Hukum Primer yaitu Data Hukum yang diperoleh dari mengambil, 

mempelajari, mencari bahan-bahan hukum maupun kepustakaan, 

dokumen-dokumen yang terkait dalam penelitian ini.  
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c. Data Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk dan penjelasan 

terhadap data primer dan sekunder, seperti majalah hukum, jurnal hukum, 

internet, kamus hukum, Kamus besar bahasa Indonesia, dan sumber-

sumber hukum lainnya yang terkait. 

 

 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-

undangan, buku-buku atau tulisan, dan dokumen-dokumen yang resmi yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
13

 

5. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi Desa Meranjat Ilir Kecamatan 

Indralaya Selatan. 

6.  Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analisis. Analisis data yang nanti digunakan adalah pendekatan kuatitatif terhadap 

data-data primer, maksud dari  deskriptif tersebut adalah diantaranya meliputi isi dan 

struktur hukum positif, yang mana suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh penulis 
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adalah untuk menentukan isi ataupun makna aturan hukum yang akan dijadikan 

rujukan didalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.
14

 

7. Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari metode penelitian tersebut diatas dapat ditarik 

kesimpulan berupa, teknik penarikan kesimpulan meliputi isi dan struktur hukum 

positif adalah suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi ataupun 

makna  aturan hukum yang akan dijadikan rujukan didalam menyelesaikan 

permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Selanjutnya ditarik kesimpulan 

secara deduktif yang artinya cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari fakta 

yang bersifat umum ke fakta bersifat khusus.
15
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